
BUPATI PEMALANG 

PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI PEMALANG 

NOMOR^OTAHUN 2017

TENTANG

TATA CARA PENGALOKASIAN DAN PENGGUNAAN BAGIAN DARI HASIL 

PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH KEPADA DESA 

DI KABUPATEN PEMALANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI PEMALANG,

Menimbang a bahwa berdasarkan Pasal 72 ayat (1) Undang- 

Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, 

menyebutkan bahwa salah satu sumber pendapatan 

desa adalah bagian dari hasil pajak daerah dan 

retnbusi daerah,

b bahwa berdasarkan Pasal 97 ayat (3) Peraturan 

Pemermtah Nomor 43 Tahun 2014 tentang 

Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 

Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah 

dengan Peraturan Pemermtah Nomor 47 Tahun 

2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemermtah 

Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan 

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 

tentang Desa, menyebutkan bahwa pengalokasian 

bagian dan hasil pajak daerah dan retnbusi daerah 

kabupaten/kota ditetapkan dengan Peraturan 

Bupati / W alikota,
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Mengingat

c bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu 

menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara 

Pengalokasian dan Penggunaan Bagian dan Hasil 

Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Desa di 

Kabupaten Pemalang,

1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang 

Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam 

Lingkungan Propmsi Jawa Tengah (Benta Negara 

Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42),

2 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 

Penmbangan Keuangan Antara Pemermtah Pusat 

dan Pemermtah Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438),

3 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang 

Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5049),

4 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 

Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5495),

5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemermtahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 

dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 

tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 

Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemermtahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5679),
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6 Peraturan Pemermtah Nomor 32 Tahun 1950

tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang- 

Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang 

Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam 

Lmgkungan Propmsi Jawa Tengah,

7 Peraturan Pemermtah Nomor 58 Tahun 2005

tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4578),

8 Peraturan Pemermtah Nomor 43 Tahun 2014

tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang 

Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan 

Peraturan Pemermtah Nomor 47 Tahun 2015 

tentang Perubahan atas Peraturan Pelaksanaan 

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 

Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5717),

9 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 

2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan 

Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali 

terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri 

Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua 

Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 

Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan 

Keuangan Daerah,

10 Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13 

Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan 

Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten 

Pemalang Tahun 2007 Nomor 13) sebagaimana telah 

diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten 

Pemalang Nomor 6 Tahun 2010 tentang Perubahan
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Menetapkan

Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 

13 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan 

Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten 

Pemalang Tahun 2010 Nomor 11),

11 Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 15 

Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 

Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten 

Pemalang Tahun 2016 Nomor 15, Tambahan 

Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 15),

12 Peraturan Bupati Pemalang Nomor 121 Tahun 2016 

tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 

Anggaran 2017 (Benta Daerah Kabupaten Pemalang 

Tahun 2016 Nomor 121) sebagaimana telah diubah 

beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati 

Pemalang Nomor 20 Tahun 2017 tentang Perubahan 

Ketiga atas Peraturan Bupati Pemalang Nomor 121 

Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten 

Pemalang Tahun Anggaran 2017 (Benta Daerah 

Kabupaten Pemalang Tahun 2017 Nomor 20),

MEMUTUSKAN

PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA 

PENGALOKASIAN DAN PENGGUNAAN BAGIAN DARI 

HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH 

KEPADA DESA DI KABUPATEN PEMALANG

BAB I

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan

1 Daerah adalah Kabupaten Pemalang

2 Bupati adalah Bupati Pemalang
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3 Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah yang selanjutnya disebut BAPENDA 

adalah Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Pemalang

4 Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Pemalang

5 Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontnbusi wajib kepada 

Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa 

berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara 

langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya 

kemakmuran rakyat

6 Retnbusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retnbusi, adalah pungutan daerah 

sebagai pembayaran atas jasa atau pembenan lzin tertentu yang khusus 

disediakan dan/atau diberikan oleh Pemenntah Daerah untuk kepentingan 

orang pribadi atau badan

7 Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang 

berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemenntahan, kepentingan 

masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, 

dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem 

pemenntahan Negara Kesatuan Republik Indonesia

8 Pemenntahan Desa adalah penyelenggara urusan pemenntahan dan 

kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemenntahan Negara 

Kesatuan Republik Indonesia

9 Pemenntah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat desa sebagai unsur 

penyelenggara Pemenntahan Desa

BAB II

DASAR PENGANGGARAN DAN PENGALOKASIAN

Pasal 2

(1) Anggaran bagian dan hasil pajak dan retnbusi kepada Desa dialokasikan 

dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

(2) Bagian dan hasil pajak dan retnbusi kepada Desa sebesar 10% (sepuluh 

perseratus) dan realisasi penenmaan hasil pajak dan retnbusi tahun 

sebelumnya

(3) Pembenan bagian dan bagi hasil pajak dan retnbusi sebagaimana dimaksud 

pada ayat (2) kepada Desa dilakukan berdasarkan ketentuan sebagai benkut

a 60% (enam puluh perseratus) dibagi secara merata kepada seluruh Desa, 

dan

b 40% (empat puluh perseratus) dibagi secara proporsional berdasarkan 

realisasi penenmaan hasil pajak dan retnbusi dan Desa
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(4) Besaran bagian dan hasil pajak dan retnbusi kepada Desa sebagaimana 

dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Bupati

Pasal 3

(1) Bagian dan hasil pajak dan retnbusi yang dihasilkan dan kelurahan 

dialokasikan kepada desa dengan ketentuan sebagai benkut

a 50% (lima puluh perseratus) dibagi secara merata kepada seluruh Desa 

pada Kecamatan lokasi kelurahan berkenaan, 

b 50% (lima puluh perseratus) dibagi secara merata sebagai msentif kepada 

Desa yang melaksanakan tertib admimstrasi pengelolaan keuangan desa

(2) Kntena desa yang melaksanakan tertib admimstrasi sebagaimana dimaksud 

ayat (1) yaitu tepat waktu dalam

a menyusun pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Desa Tahun Anggaran sebelumnya (Tahun n-1) 

b menyusun Rencana Kegiatan Pemenntah Desa Tahun Anggaran 

pencanan dana Bagi Hasil (Tahun ke-n)

Pasal 4

Apabila data dasar perhitungan alokasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 dan 

Pasal 3 tidak diperoleh, maka perhitugan berdasarkan alokasi tahun sebelumnya 

dengan metode rata-rata tertimbang

BAB III

PENCAIRAN DAN PENGGUNAAN DANA BAGI HASIL

Bagian Kesatu 

Pencairan Dana Bagi Hasil 

Pasal 5

(1) Pencairan dana bagi hasil pajak dan retnbusi ke Pemenntah Desa dilakukan 

melalui transfer bank ke Rekenmg Desa

(2) Tata cara pencairan dana bagi hasil pajak dan retnbusi dilaksanakan sesuai 

ketentuan peraturan perundang-undangan

Bagian Kedua

Penggunaan Dana Bagi Hasil 

Pasal 6

(1) Penggunaan dana bagi hasil pajak dan retnbusi sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 2 dipergunakan untuk
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a penyelenggaraan pemermtahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, 

pembmaan kemasyarakatan desa dan pemberdayaan masyarakat desa, 

b operasional desa,

c mtensifikasi dan ekstensifikasi pajak dan retnbusi 

(2) Penggunaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk kegiatan yang belum 

terdanai oleh anggaran kegiatan lamnya

BAB IV

PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN DANA BAGI HASIL

Pasal 7

Pelaporan dan pertanggungjawaban dana bagi hasil pajak dan retnbusi menjadi 

bagian dari laporan pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Desa

BAB V

KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahumya, memermtahkan pengundangan Peraturan 

Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pemalang

Ditetapkan di Pemalang

Diundangkan di Pemalang 

pada tanggal ae>4

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PEMALANG

BUDHIRAHARDJO

BERITA DAERAH KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2017 NOMOR AO
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PEM ER IN TA H  KABUPATEN PEMALANG  

SEKRETARIAT DAERAH

NOTA DINAS

Kepada Yth 

Lewat Yth 

Dan

Tanggal 

Nomor 

Sifat

Lampiran 

Perihal

ISI

Dilaporkan dengan hormat,

1 Telah dikoreksi Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengalokasian dan 
Penggunaan Bagian dari Hasi/ Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kepada 
Desa di Kabupaten Pemalang

Yang telah diajukan oleh BAPENDA Kabupaten Pemalang

2 Koreksi ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

3 Untuk itu mohon asm anan

Bapak Bupati Pemalang 

Bapak Sekretans Daerah Kabupaten Pemalang 

Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Pemalang 
<i2 Septem ber 2017 

180/ bdO /Hk 

Segera

1 (satu) berkas 

Asmanan Peraturan Bupati

MENGETAHUI

ASISTEN PEN^RINtAHAN SEKDA 

KABUPATEN PEMALANG

AUNUROFIQ, SH 

Pembina Ucama Muda 

NIP 19600122 198702 1 001

i f r h t  t s > Q2

KEPALA BAGIAN HUKUM 

SETDA KABUPATEN PEMALANG

PUJI SUGIHARTO, SH 

“embina Tingkat I 

NIP 19670510 199603 1002

PARAF HIRARKI

Kasubag 9r
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